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UPAYA PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA 

PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  

PROVINSI LAMPUNG 

 

 

 

Oleh 

 

 

JUSTITIA ADYSTI 

 

 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Penyelenggaraan pelayanan publik akan terwujud ditentukan oleh berbagai 

faktor, antara lain adalah faktor profesionalisme aparatur, sedangkan untuk 

mendapatkan aparatur yang profesional diperlukan kualitas sumber daya 

aparatur yang sesuai dengan tuntutan organisasi, hal ini penting dan esensial 

karena pelayanan publik merupakan pelayanan yang berhubungan langsung 

dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas dan sangat berpengaruh pada 

pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis upaya peningkatan kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terdapat 

indikator kinerja dalam upaya peningkatan kinerja pada pegawai diantranya 

indikator Kualitas Kerja, Ketetapan Waktu, Inistiatif, Kemampuan, dan 

Komunikasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan upaya peningkatan 

kinerja sudah sesuai dalam meningkatkan kinerja pegawai. Meskipun demikian 

masih terdapat kekurangan yang dialami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) 

dalam meningkatkan upaya kinerja.  
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ABSTRACT 

 

EFFORTS TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF THE STATE CIVIL 

APPARATUS AT THE REGIONAL SECRETARIAT ORGANIZATION 

AREA OF LAMPUNG PROVINCE 

 

 

By  

Justitia Adysti 

 

 

 State Civil Apparatus, hereinafter abbreviated as ASN according to Law of the 

Republic of Indonesia Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, is a 

profession for civil servants and government employees with work agreements 

who work in government agencies. The implementation of public services will be 

realized determined by various factors, including the professionalism of the 

apparatus, while to get a professional apparatus requires the quality of 

apparatus resources in accordance with the demands of the organization, this is 

important and essential because public services are services that are directly 

related to meeting the needs of the wider community and greatly affect the 

achievement of overall organizational goals. This study aims to analyze 

performance improvement efforts at the Bureau of Organization of the Regional 

Secretariat of Lampung Province. This research uses a descriptive method with a 

qualitative approach. The data collection techniques used in this research are 

interviews, observation, and documentation. There are performance indicators in 

efforts to improve performance in employees including indicators of Work 

Quality, Timeliness, Initiative, Ability, and Communication. The results of the 

research conducted show that performance improvement efforts are appropriate 

in improving employee performance. However, there are still shortcomings 

experienced by the State Civil Apparatus (ASN) in improving performance 

efforts. 
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dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih 
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administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam 

lindungan Allah SWT; 

12. Kedua orang tua ku tercinta, malaikat tak bersayap, yang Allah turunkan 
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dukungan dalam berbagai bentuk, yang tidak akan mampi penulis balas atas 

banyaknya kebaikan yang diberikan kepada penulis. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai 

Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan 

pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah 

untuk menyelenggarakan otonomi daerah . Pelaksanaan ini merupakan salah 

satu perubahan yang bertujuan untuk mewujudkannya tata pemerintahan yang 

demokratis dan baik (democratic and good governance). Penyelengaraan 

pemerintahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan baik 

(democratic and good governance) dalam upaya reformasi perlu memfokuskan 

perhatian pada penataan aparatur pemerintah yang meliputi penataan 

kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen sumber 

daya manusia. Oleh sebab itu dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki 

kualitas dan profesionalitas dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu 

pekerjaan.  

 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai 

Aparatur Sipil Negara yag selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat 

oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.    
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Penyelenggaraan pelayanan publik akan terwujud ditentukan oleh berbagai 

faktor, antara lain adalah faktor profesionalisme aparatur, sedangkan untuk 

mendapatkan aparatur yang profesional diperlukan kualitas sumber daya 

aparatur yang sesuai dengan tuntutan organisasi, hal ini penting dan esensial 

karena pelayanan publik merupakan pelayanan yang berhubungan langsung 

dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas dan sangat berpengaruh pada 

pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh. Kelancaran penyelenggaraan 

tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada 

kesempurnaan aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian bahwa kepegawaian adalah para pegawai yang berkedudukan 

sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam 

penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan.  

 

Secara umum pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara meliputi 

penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, 

penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, 

kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah 

pegawai dilakukan oleh pemerintah dan seluruh ketentuan terhadap seluruh 

aspek pembinaan tersebut telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku secara nasional. Potret hasil diskusi Aparatur Sipil Negara di 

Indonesia dewasa ini sering berkisar pada rendahnya profesionalisme, tingkat 

kesejahteraan yang belum memadai, distribusi dan komposisi yang belum 

ideal, penempatan yang belum memadai, distribusi dan komposisi yang belum 

ideal, penempatan dalam jabatan yang belum didasarkan pada kompetensi, 

penilaian kinerja yang belum objektif, kenaikan pangkat yang belum 

didasarkan pada prestasi kerja, budaya kerja dan ethos kerja yang masih 

rendah, penerapan peraturan disiplin yang tidak dilaksanakan secara konsisten 

dan konsekuen serta persoalan-persoalan internal ASN lainnya.  
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Dengan adanya suatu kekurangan maka diperlukan suatu tindakan atau 

manajemen yang baik agar terdapat perubahan yang maksimal untuk 

mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik (good governance). 

Keberhasilan suatu instansi tergantung pada kemampuannya untuk mengelola 

berbagai macam sumber daya yang dimilikinya, salah satu yang sangat penting 

yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak terlepas dari masalah 

kinerja, dimana kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

sesuai dengan standar yang telah ditentukan berdasarkan tanggungjawab yang 

diberikan.  

 

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang 

memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih 

dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan 

pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai 

unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 

Peraturan yang ada dalam kinerja pegawai sangat diperlukan untuk 

memberikan mimbingan bagi pegawai dalam menciptakan hasil kerja yang 

baik di sebuah lembaga atau instansi. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) menegaskan SKP yang telah disusun dan disepakati 

sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh Pejabat 

Penilai Kinerja PNS, ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. Untuk 

memperoleh pegawai yang memiliki produktifitas tinggi, unggul, bertanggung 

jawab, memiliki rasa kerjasama yang kuat dan ketaatan dapat dilakukan 

dengan pembinaan penilaian kinerja pegawai.  

 

Bagi sebuah lembaga atau instansi adanya penilaian kinerja akan menjamin 

terpeliharanya kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang 
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optimal dan dapat terwujudnya tujuan lembaga atau instansi. Peraturan 

penilaian kinerja dikalangan pegawai diharapkan agar para pegawai dapat 

melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran dan dapat mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki.  

 

Kinerja pegawai didefinisikan sebagai suatu gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi 

suatu lembaga atau instansi. Suatu lembaga menginginkan pegawai atau 

karyawan untuk bekerja bersungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dan 

tanggungjawab yang dimiliki untuk mencapai hasil kerja sesuai dengan 

harapan lembaga atau instansi.  

 

Salah satu lembaga atau instansi yang memperhatikan kinerja pegawai yaitu 

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung merupakan lembaga yang mempunyai 

tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan 

tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan 

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana, administrasi pelayanan publik, 

peningkatan kinerja dan kepegawaian serta reformasi birokrasi.  

 

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung merupakan salah satu 

biro yang ada dibawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung. Posisi Biro Organisasi yang merupakan salah satu bagan 

penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan tentu dalam upaya 

meningkatkan hasil kerja yang baik Biro Organisasi melakukan penilaian 

kinerja, karena hal ini dilakukan karena memiliki peran penting dalam 

perencanaan pengembangan bagi karyawan.  
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Tabel 1. Tugas dan Fungsi Pokok Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung 

No Tugas dan Fungsi Pokok Bidang 

1. Penyiapan perumusan kebijakan 

daerah 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 

Refomrasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kerja, dan 

Tatalaksana. 

2. Penyiapan pengkoordinasian 

perumusan kebijakan daerah 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 

Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kerja, dan 

Tatalaksana. 

3. Penyiapan pengkoordinasioan 

pelaksanaan tugas perangkat 

daerah. 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 

Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kerja, dan 

Tatalaksana. 

4. Penyiapan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah. 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, 

Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kerja, dan 

Tatalaksana. 

Sumber : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 

 

Berkaitan dengan Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai di Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan kenyataan dilapangan berdasarkan 

hasil observasi awal, masih terdapat pegawai yang tidak melaksanakan 

indikator-indikator penilaian kinerja pegawai. Kinerja aparatur pemerintah 

yang belum profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban seperti 

kurangnya persiapan, pengawasan, serta pengendalian sehingga banyak hasil 

kerja yang tidak baik dan maksimal. Pegawai sering berulang kali 

mementingkan urusan pribadi sehingga dalam menyelesaikan tugas pekerjaan 

membutuhkan waktu yang cukup lama dan memungkinkan hasil kerja yang 

tidak maksimal.  
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Berdasarkan hasil observasi peneliti, kinerja pegawai ASN di Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung masih belum optimal. Masih banyak 

pegawai yang tidak memenuhi indikator-indikator kinerja yang baik. 

Contohnya yaitu sebagai berikut  : 

1. Kualitas kerja ASN pada Biro Organisasi belum baik, hal ini 

dikarenakan terdapat kelambanan pada saat memberikan sebuah data. 

Pada saat peneliti melakukan kegiatan magang, kerap kali saat antar 

pegawai atau pihak luar meminta data mengenai pekerjaan ASN Biro 

Organisasi cukup lambat untuk memberikannya bahkan mereka kerap 

kali mengandalkan pegawai honor atau mahasiswa magang. Pernyataan 

ini didukung dengan hasil wawancara terhadap pegawai tenaga harian 

lepas (PTHL) selaku operator absensi pada Aplikasi SIKAP bahwa: 

“Pegawai ASN disini kerap kali menggabungkan urusan pribadi 

dengan urusan kantor, maka kerap kali pekerjaan yang ada disini 

menjadi lambat bahkan hasilnya tidak maksimal. Hasil kerja pun 

menjadi berantakan bahkan saling mengandalkan satu sama 

lain”. 

 

2. Terjadi penurunan tingkat kedisiplinan aparatur Biro Organisasi dalam 

melaksanakan pekerjaan. ASN Biro Organisasi kerap kali melakukan 

pengunduran waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, hal ini disebabkan 

karena mereka melalaikan waktu tanpa harus menyelesaikan tugas. 

Pada tingkat kehadiran pun tidak sepenuhnya benar dengan hasil rekap 

absen bulanan yang tercantum pada Gambar 1.1. Rekapitulasi absen 

bulan Mei pada Biro Organisasi menunjukkan hasil yang baik. Namun 

hal itu tidak sepenuhnya benar, banyak ASN yang pergi setelah 

melakukan absensi pada pagi hari dan Kembali lagi saat jam siang. 

Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara terhadap pegawai 

tenaga harian lepas (PTHL) selaku operator absensi pada Aplikasi 

SIKAP bahwa: 

“Dalam menyelesaikan tugas yang ada, kerap kali ASN di Biro 

Organisasi kelabakan dengan tugas-tugasnya. Mereka sering kali 

melalaikan waktu luang untuk menyelesaikan tugas. 

Penyelesaian tugas pada hari mendekati pengumpulan biasanya 

ASN mengandalkan para PHTL ASN juga sering kali hadir 
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hanya untuk melakukan absen pagi dan sore, selepas itu mereka 

pergi tidak ada dikantor”. 

 

3. Kurang optimalmnya kerjasama aparatur Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung dalam menyelesaikan pekerjaan. Hasil 

wawancara penulis dengan sejumlah ASN Biro Organisasi menyatakan 

bahwa kinerja saaat ini masih kurang baik karena dalam segi inisiatif, 

kemampuan, dan komunikasi dalam menyelesaikan pekerjaan tidak 

berjalan efektif. Pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara 

terhadap pegawai tenaga harian lepas (PTHL) bahwa: 

“ASN disini kerap kali menunda pekerjaan, sangat minim untuk 

mereka meningkatkan inisiatif untuk melaksanakan tugas yang 

ada. Pegawai disini juga banyak sekali yang tidak mengerti 

pemakaian computer sehingga mereka kesulitan untuk 

mengerjakan pekerjaan. Salah satu alternatifnya adalah 

menyuruh PTHL untuk menjalankan tugas. Komunikasi yang 

ada dalam pembagian tugas kurang baik, sering kali tugas 

dilimpahkan hanya satu orang padahal tugas itu sudah dibagi rata 

untuk semua pegawai”. 

 

Berbagai persoalan yang muncul terkait dengan kinerja ASN Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, hal ini tentu saja menjadi pekerjaan 

rumah untuk dicari solusinya, karena pada dasarnya pelayanan publik di 

Provinsi Lampung tidak mungkin akan berjalan efektif tanpa perencanaan yang 

matang dan dukungan dari kinerja aparat. Oleh karena itu diperlukan upaya 

untuk meningkatkan kinerja aparat Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung, sehingga diharapkan program-program yang telah direncanakan 

dapat terealisasikan sesuai dengan target yang diharapkan, sehingga bermuara 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang baik pada Provinsi Lampung. 
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Gambar 1. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil bulan Mei 2023 

 

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 
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Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti menggali informasi dari peneliti-

peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan 

atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari 

beberapa skripsi dan jurnal dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan 

dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Pada bagian ini 

peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan 

penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut 

merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis 

kaji : 

1. Pertama, jurnal berjudul “ Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kantor 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur  “. Penelitian ini 

dibuat oleh Dirk Malaga Kusuma (2013). Penelitian ini dilakukan di Kantor 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur. Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja Pegawai di Kantor 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja 

pegawai dilihat dari kualitas pekerjaan sudah cukup baik, hal ini terlihat 

dari hasil pekerjaan yang rapih karena telah didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai.  

 

2. Kedua, jurnal berjudul “ Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil Di Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi “. Penelitian 

ini dibuat oleh Andir Irawan, M. Syamsul Maarif, dan M. Joko Affandi. 

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Tujuan  

penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi 

kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

kuantitatif dengan menggunakan pengumpulan data menggunakan 

wawancara melalui instrument kuisioner atau daftar pertanyaan yang dibuat 

berdasarkan skala likert dan skala semantic diferensial. Hasil penelitian ini 

adalah kinerja Pegawai Negeri Sipil Ditjen Pendidikan Tinggi dipengaruhi 
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oleh faktor individu (kemampuan, keterampilan, dan latar belakang), faktor 

psikologi (kepribadian, motivasi, dan pembelajaran) dan faktor organisasi 

(kepemimpinan, desain pekerjaan, pelatihan dan pengembangan serta 

lingkungan kerja).  

 

3. Ketiga, skripsi berjudul “ Kinerja Pegawai Di Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Takalar ” . Penelitian ini dibuat oleh Zainal  dari Universitas 

Muhammadiyah Makassar (2017). Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dipandu 

oleh fakta yang terjadi di lapangan dengan berdasarkan karakteristik 

penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa tujuan yang 

ingin dicapai sesuai karena banyaknya pegawai dalam menjalankan tugas, 

lebih disiplin, dan giat dalam bekerja di kantor PU Kabupaten Takalar.  

 

4. Keempat, skripsi berjudul “ Kinerja DPRD Kota Bandar Lampung Dalam 

Membuat Peraturan Daerah (Studi Kasus Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Bandar Lampung “. Penelitian ini dibuat oleh Andika 

Feriyanta (2023). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja 

DPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan artikulasi kepentingan 

dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Studi Pada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa indikator pengukuran kinerja adalah kualitas, 

kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan lingkungan. Pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kota Bandar Lampung 

dalam membuat peraturan daerah belum maksimal karena rendahnya 

kuantitas serta ketetapan waktu pada pelaksanaan pembuatan peraturan.  

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitiaan yang ada sebelumnya adalah 

terdapat aspek yang membedaan dan membuat penelitian ini penting, yaitu 

aspek yang ditinjau dari segi lokasi penelitin yang tentu saja memiliki 
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karakteristik berbeda yaitu penelitian ini membahas mengenai kinerja Aparatur 

Sipil Negara pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul 

dalam penelitian ini yaitu : “Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil 

Negara Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana Upaya Peningkatan Kinerja ASN pada Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Upaya Peningkatan Kinerja ASN 

pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Manfaat teori ini adalah untuk dapat menambah wawasan dan 

informasi tentang hal yang diteliti serta mengembangkan 

kemampuan berpikir penulis melalui penelitian ini.  

b. Sebagai acuan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan kinerja pegawai. 

 

2. Manfaat Praktis  

a Bagi Lembaga  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

bagi Kepala Biro dan pihak-pihak yang terkait lainnya di Biro 

Organisasi Seketariat Daerah Provinsi Lampung.  
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b Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Biro 

Organisasi Seketariat Daerah Provinsi Lampung. 

 

c Bagi Peneliti  

Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai Kinerja 

Aparatur Sipil Negara pada Biro Organisasi Seketariat Daerah 

Provinsi Lampung. 

 

 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Kinerja  

2.1.1 Pengertian Kinerja  

Kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang 

padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance. Istilah 

performance sering di Indonesiakan sebagai performa. Menurut 

Bernanrdin & Russel (1993:40) dalam Sulistiyani & Rosidah (2003:223-

224) kinerja adalah cacatan outcome yang dihasilkan dari fungsi 

pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu 

tertentu.  

 

Menurut Byars dalam Sitty Yuwalliantin (2006), kinerja diartikan 

sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya 

kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Sedangkan menurut 

Mangkunegara dalam Dirk Malaga Kusuma (2013:4) kinerja diartikan 

sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya.  

 

Indra Bastian dalam Irham Fahmi (2011) menyatakan bahwa kinerja 

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema 

strategis (strategic planning) suatu organisasi. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Suntoro dalam Sedarmayanti (2009 : 

50) bahwa kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum sesuai dengan moral dan etika.  

 

Rivai Basri (2005) dalam Lijan Poltak Sinambela (2019:6) kinerja 

adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan 

selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. Poltak (2016) dalam Rio Andhika Putra (2021:3) 

menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah kemampuan pegawai dalam 

melakikan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, 

sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan 

mereka dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 

 

Menurut Wibowo (2014) dalam Rio Andhika Putra (2021:3) kinerja 

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan 

bagaimana cara mengerjakannya.  

 

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

dapat dilihat dari sisi pegawai dan sisi instansi. Dari sisi pegawai, maka 

kinerja dilihat sebagai output yang dihasilkan oleh individu sebagai 

pegawai dibandingkan dengan standar yang ada dan kumpulan dari 

kinerja pegawai merupakan kinerja instansi. Kinerja merupakan apa 

yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya dengan ketentuan 

yang berlaku. Hasil kerja individu pegawai dapat dicapai pegawai 

dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab yang diberikan organisasi dalam upaya mencapai visi, misi, dan 
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tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral maupun etika.  

 

2.1.2 Indikator Kinerja  

Indikator kinerja atau performance indicators kadang-kadang 

menggunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja (performance 

measures), tetapi banyak pula yang membedakannya. Pengukuran 

kinerja berkaitan dengan hasil yang dapat dikuantitatifkan dan 

mengusahakan data setelah kejadian.  

 

Kinerja dapat diukur dan dilihat dari indikator-indikator yang berkaitan 

dengan kinerja pegawai itu sendiri. Menurut Mitchel dalam 

Sedarmayanti (2001:51) indikator kinerja dapat diukur yaitu sebagai 

berikut :  

1. Kualitas Kerja  

Kualitas kerja (Quality of work) karyawan dapat diukur dari 

persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan 

serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan 

karyawan (Robbins, 2016:260). Kualitas kerja adalah kualitas 

kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan 

ketetapannya yang tinggi pada gilirannya akan melahirkan 

penghargaan dan kemajuan serta perkembangan organisasi 

melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara 

sistematis sesuai tuntuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin berkembang pesat. Menurut Flippo (2005:28) kualitas 

kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan 

efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya 

manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau 

sasaran dengan baik dan berdaya guna. Kualitas kerja mengacu 

pada kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya 

manusia mengacu pada : 
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• Pengetahuan (Knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki 

pegawai yang lebih berorientasi pada intelejensi dan daya 

fikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki 

pegawai.  

• Keterampilan (Skill), kemampuan dan penguasaan teknis 

operasional di bidang tertentu yang dimiliki pegawai. 

• Kemampuan (Abilities) yaitu kemampuan yang terbentuk 

dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seseorang 

pegawai yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, 

kerjasama, dan tanggungjawab.  

 

2. Ketetapan Waktu 

Ketetapan waktu (Pomptness) yaitu berkaitan dengan sesuai atau 

tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang 

direncanakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak 

mengganggu pada pekerjaan lain. Menurut T.R Michel dalam 

Rizky (2001) ketetapan waktu adalah kecepatan bekerja yang 

diukur oleh tingkat waktu, sehingga pegawai dituntut untuk 

bekerja cepat dalam mencapai kepuasan dan peningkatan kerja. 

Indikatornya sebagaimana menurut Siagian (1995) yaitu : 

• Penataan rencana kegiatan atau rencana kerja; 

• Ketepatan rencana kerja dengan hasil kerja; 

• Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. 

 

3. Inisiatif 

Inisiatif (Inisiative) yaitu mempunyai kesadaran diri untuk 

melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas-tugas dan 

tanggungjawab. Bawahan atau pegawai dapat melaksanakan tugas 

tanpa harus bergantung terus menerus kepada atasan. Menurut 

Suryana (2006) bahwa inisiatif adalah kemampuan 

mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan 
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masalah dan menemukan peluang (thinking new things). Siagian 

(1995) menyebutkan indikator inisiatif yaitu : 

• Pemberian ide atau gagasan dalam berorganisasi; 

• Tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi. 

 

4. Kemampuan  

Kemampuan (Capability) yaitu diantara beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata dapat diintervensi atau 

diterapi melalui pendidikan dan latihan adalah faktor kemampuan 

yang dapat dikembangkan. Soelaiman (2007:112) menyatakan 

bahwa kemampuan adalah sifat yang dibawa lahir atau dipelajari 

yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan 

pekerjaannya, baik secara mental maupun fisik. Pegawai dalam 

suatu organisasi, meskipun dimotivasi dengan baik, tetapi tidak 

semua memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik. Menurut 

Siagian (1995) indikator yang digunakan untuk aspek 

kemampuan yaitu : 

• Kemampuan yang dimiliki; 

• Keterampilan yang dimiliki; 

• Kemampuan memanfaatkan sumber daya atau potensi. 

 

5. Komunikasi  

Komunikasi (Communication) merupakan interaksi yang 

dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan 

saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. Menurut  Andrew E. Sikula (2017) komunikasi adalah 

proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari 

seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu tempat atau 

orang lain. Komunikasi akan menimbulkan kerjasama yang lebih 

baik dan akan terjadi hubungan-hubungan yang semakin 

harmonis diantara para pegawai dan atasan, juga yang dapat 
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menimbulkan perasaan  senasib sepenanggungan. Indikator 

komunikasi sebagaimana menuru Siagian (1995) yaitu : 

• Komunikasi intern (ke dalam ) organisasi; 

• Komunikasi ekstern (ke luar) organisasi; 

• Relasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. 

 

2.1.3 Manajemen Kinerja 

Manajemen kinerja adalah manajemen tentang menciptakan hubungan 

dan memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja 

memfokuskan pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan 

pekerja untuk berhasil. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana 

kinerja dikelola untuk memperoleh sukses.  

 

Menurut Costello (1994 : 6), manajemen kinerja mendukung tujuan 

menyeluruh organisasi dengan mengaitkan pekerjaan dari setiap 

pekerjaan dan manajer pada misi keseluruhan dari unit kerjanya. 

Seberapa baik kita mengelola kinerja bawahan akan secara langsung 

mempengaruhi tidak hanya kinerja masing-masing pekerja secara 

individu dan unit kerjanya, akan tetapi juga kinerja seluruh organisasi. 

Sekalipun berbagai manfaat yang dikemukakan di atas telah terbukti, 

akan tetapi tidak semua pihak yang dengan terbuka menerima dan 

mengemukakannya.  

 

Selanjutnya, bagi organisasi manajemen kinerja akan memberikan 

manfaat yang sangat jelas. Organisasi bekerja lebih efektif bila tujuan-

tujuan organisasi, unit-unit kerja yang lebih kecil dan tanggungjawab 

kerja setiap pegawai semuanya terhubungkan. Bilamana orang-orang di 

dalam organisasi memahami bagaimana pekerjaan mereka memberikan 

kontribusi bagi keberhasilan perusahaan, semangat dan produktivitas 

biasanya meningkat. Suatu perusahaan dapat menyatukan semua 

bagiannya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Manajemen kinerja 

adalah kunci untuk membuat rangkaian ini terlihat jelas oleh semua 
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orang. Ada satu alasan lagi mengapa manajemen kinerja ini penting, 

sebuah alasan hukum yang serius.  

 

2.1.4 Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengetahi apakah selama 

pelaksanaan kinerja terdapat deviasai dari rencana yang telah 

ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan (Nawawie,2013).  

 

Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara 

(Nawawie,2013) : 

1. Memastikan bahwa persyaratan yang dinginkan pelanggan telah 

terpenuhi; 

2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan; 

3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja; 

4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa 

yang perlu prioritas perhatian; 

5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas; 

6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya; 

7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usahakan perbaikan. 

 

Oleh karena itu, orang yang melakukan pengukuran kinerja perlu 

memenuhi persyaratan di antaranya (Kreitner dan Kinicki) dalam 

Wibowo (2011 : 156). 

1. Dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja yang menjadi 

kepentingan individu; 

2. Mampu memahami tentang dimensi atau gambaran kinerja; 

3. Mempunyai pemahaman tentang format skala dan instrumennya; 

dan  

4. Harus termotivasi untuk melakukan pekerjaan rating secara sadar.  
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2.1.5 Manfaat pengukuran Kinerja  

Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat 

mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu 

pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah 

dapat diukur dan dievaluasi. Selanjutnya, dari pengukuran kinerja, setiap 

instansi dapat diperbandingkan dengan instansi yang sejenis, sehingga 

penghargaan dan tindakan disiplin dapat dilakukan secara lebih objektif 

(Nawawie, 2013 : 235). 

 

Murphy and co dalam Rivai, Ahmad F.M. Basri, (2005:47) 

menggambarkan tiga tujuan penilaian kinerja yang mempengaruhi 

penilaian yaitu:  

(1) Tujuan penilaian dapat langsung mempengaruhi penilaian;  

(2) Tujuan penilaian tidak langsung mempengaruhi penilaian, melalui 

proses kognitif dasar, termasuk observasi, encoding, dan 

pemanggilan, dan; 

(3) Tujuan penilaian dapat mempengaruhi penilai memasukkan 

informasi perilaku yang dinilai ketika membuat judgment tentang 

kinerjanya. 

 

Selanjutnya, L.L. Cummings dan Donald P. Schwab (1973) berpendapat 

bahwa terdapat dua tujuan dari penilaian kinerja yang dinyatakan secara 

luas adalah untuk mencapai suatu kesimpulan yang evaluative atau yang 

memberi pertimbangan mengenai kinerja pegawai dan untuk 

pengembangan berbagai karya lewat program. Kedua tujuan tersebut 

dinyatakan secara luas diperbandingkan dalam table dibawah ini.  
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Tabel 2. Perbandingan Tujuan Utama Dari Penilaian Kinerja 

Aspek 

Perbandingan 
Pertimbangan Pengembangan 

Orientasi waktu Hasil karya yang lalu. Persiapan bagi hasil 

karya yang akan datang. 

Sasaran Meningkatkan hasil karya 

dengan merubah perilaku 

lewat sistem imbalan. 

Meningkatkan hasil 

karya lewat belajar 

sendiri. 

Metode Menggunakan skala 

penilaian (ratting scales), 

perbandingan, dan 

distribusi. 

Bimbingan, saling 

mempercayai, 

penetapan tujaun dan 

perencanaan akhir. 

Peranan supervisior 

(penilai) 

Seorang hakim yang 

menilai. 

Orang yang 

membimbing dan 

mendorong secara 

suportif, yang 

mendengarkan, 

membantu dan 

menunjukkan jalan. 

Peranan bawahan 

(orang yang dinilai) 

Pendengar, bereaksi dan 

berusaha 

mempertahankan hasil 

karya yang lalu 

Secara aktif terlibat 

dalam merencanakan 

hasil karya yang akan 

datang. 

Sumber : L.L Cummings dan Donald P.Schwab, Performance in Organization 

(Glenview, III, Scott, foresman, 1973), Hal.5 

 

Dalam table tersebut diperbandingkan lima aspek yaitu : orientasi 

waktu, sasaran, dan peranan dari orang yang dinilai dan orang yang 

menilai. Penilaian kinerja dirancang untuk dapat dilaksanakan dengan 

baik dapat mempunyai pengaruh motivasional terhadap mereka yang 

dinilai. Program dimaksud dapat merangsang peningkatan, 
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mengembangkan rasa tanggungjawab, dan menaikkan ketertarikan 

kepada organisasi. 

 

2.1.6 Klasifikasi Ukuran Kinerja  

Menurut Wibowo (2014 : 159) sebenarnya banyak faktor yang dapat 

dijadikan ukuran kinerja, namun ukuran kinerja harus relevan, 

signifikan, dan komperehensif. Ukuran berkaitan dengan tipe ukuran 

yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.  

1. Produktivitas 

Produktivitas biasanya dinyatakan sebagai hubungan antara input 

dan output fisik suatu proses. Oleh karena itu, produktivitas 

merupakan hubungan antara jumlah output dibandingkan dengan 

sumber daya yang dikonsumsi dalam memproduksi output. Ukuran 

produktivitas misalnya 55 unit di produksi oleh kelompok yang 

terdiri dari empat orang pekerja dalam waktu seminggu.  

2. Kualitas  

Pada kualitas biasanya termasuk baik ukuran internal seperti susut, 

atau jumlah ditolak, dan cacat per unit, maupun ukuran eksternal 

rating seperti kepuasan pelanggan atau penilaian frekuensi 

pemesanan ulang pelanggan.  

3. Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu menyangkut presentase pengiriman tepat waktu 

atau presentase pesanan dikapalkan sesuai yang dijanjikan. Pada 

dasarnya, ukuran ketepatan waktu mengukut apakah orang 

melakukan apa yang dikatakan akan dilakukan.  

4. Siklus Waktu  

Siklus waktu menunjukkan jumlah waktu yang diperlukan untuk 

maju dari satu titik ketitik yang lain dalam proses. Pengukuran 

siklus waktu mengukur berapa lama sesuatu dilakukan. Misalnya 

adalah berapa lama waktu rata-rata diperlukan dari pelanggan 

menyampaikan pesanan samapi pelanggan benar-benar menerima 

pesanan.  
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5. Pemanfaatan Sumber Daya  

Pemanfaatan sumber daya merupakan pengukuran sumber daya 

yang dipergunakan lawan sumber daya tersedia untuk 

dipergunakan. Pemanfaatan sumber daya dapat diterapkan untuk 

mesin, computer, kendaraan, dan bahkan orang. Tingkat 

pemanfaatan sumber daya tenaga kerja 40% mengindikasikan 

bahwa sumber daya manusia baru dipergunakan secara produktif 

sebesar 40% dari waktu mereka yang tersedia untuk bekerja. 

Dengan mengetahui tingka pemanfaatan, organisasi menemukan 

bahwa tidak memerlukan lebih banyak sumber daya.  

6. Biaya  

Ukuran biaya terutama berguna apabila dilakukan kalkulasi dalam 

dasar per unit. Namun, banyak perusahaan hanya mempunyai 

sedikit informasi tentang biaya per unit. Pada umumnya dilakukan 

kalkulasi biaya secara menyeluruh.  

 

2.1.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Keith Davis dalam Anwar Prabu Mangkunegara 

(2010:13) : 

1. Faktor Kemampuan (Ability)  

Kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu 

pekerjaan tidak sama satu dengan yang lainnya. Setiap manusia 

mempunyai kemampuan berpikir. Kemampuan (Ability) 

merupakan kecakapan seseorang (kecerdasan dan keterampil) 

dalam memecahkan persoalan.  

 

Gibson dalam Wibowo (2014) berpendapat bahwa, kemampuan 

adalah sifat bawaan lahir atau dipelajari yang memungkinkan 

seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Berdasarkan pengertian 

ini maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan atau ability 

seseorang tidak lain adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang 
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untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Potensi 

tersebut selain bawaan lahir seseorang, juga dapat dipelajari dan 

oleh sebab itu memungkinkan untuk lebih dikembangkan / 

ditingkatkan. 

 

2. Faktor Motivasi (Motivation)  

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (attitude) pimpinan dan 

karyawan terhadap situasi kerja, situasi dailingkungan 

organisasinya mereka bersifat pro terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka 

berfikir negative kontra terhadap situasi kerjanya akan 

menunjukkan pada motivasi kerja yang rendah. Situasi yang 

dimaksud meliputi hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, 

kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja.  

 

Jerald Greenberg dan Robert A Baron dalam Wibowo (2011) 

berpendapat bahwa motivasi merupakan serangkaian proses yang 

membangkitkan (arouse), mengarahkan (direct), dan menjaga 

(maintain) perilaku manusia menuju pada pencapaian tujuan. 

Membangkitkan berkaitan dengan dorongan atau energy 

dibelakang tindakan. Motivasi juga berkepentingan dengan pilihan 

yang dilakukan orang dan arah perilaku mereka. Sedang perilaku 

menjaga atau memelihara berapa lama orang akan berusaha untuk 

mencapai tujuan.  

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku 

manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen yang 

terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, 

mengarahkan, menjaga yang bersifat terus-menerus dan adanya 

tujuan.  
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2.2 Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) 

 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 1 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur 

Sipil Negara yag selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri 

sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.    

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, menyatakan bahwa pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur 

aparatur negara yang bertugas melaksanakan kebijakan publik; memberikan 

pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan mempererat persatuan 

dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai ASN berperan 

sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan 

pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervens politik, serta bersih 

dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

 

Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas :  

a. Kepastian hukun; 

b. Profesionalitas; 

c. Proporsionalitas; 

d. Keterpaduan; 

e. Delegasi; 

f. Netralisasi; 

g. Akuntabilitas; 

h. Efektif dan efisien; 

i. Keterbukaan; 

j. Nondiskriminatif; 
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k. Persatuan dan kesatuan; 

l. Keadilan dan kesetaraan; dan  

m. Kesejahteraan.  

 

Sebagai profesi tentunya ASN harus bekerja secara profesional. Aparatur Sipil 

Negara (ASN) merupakan agen perubahan di lingkungan birokrasi guna 

mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional seperti tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasarkan bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  

 

2.3 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  

 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

adalah salah satu biro yang ada dibawah Asisten Administrasi Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan 

Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung, Biro Organisasi membawahi bagian Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan, bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan bagian 

Tatalaksana.  

 

Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum 

dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas 

kinerja dan tatalaksana yang secara jelas disebutkan dalam Peraturan 
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Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung. 

 

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan tugas pokok 

dan tanggungjawabnya Biro Organisasi mempunyai fungsi yaitu : 

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan 

tatalaksana; 

2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; 

3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di 

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; 

4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 
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2.4 Kerangka Berfikir  

Kerangka Pikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori-teori 

hubungan beberapa faktor yang didefinisikan sebagai suatu permasalahan 

(sekaran,2006.19). Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian teori yang 

telah dikemukakan, maka disusun kerangka pikir untuk penelitian ini, sebagai 

berikut : 

 

 

Permasalahan Kinerja Aparatur Pemerintah Yang Belum Profesional Dalam 

Melaksanakan Tugas dan Kewajiban 

 

 

         Pada Permasalahan ini maka digunakan Indikator Kinerja Menurut  

         Mitchel dalam Sedarmayanti (2001:51) dalam Upaya Peningkatan 

        Kinerja ASN  yang dapat diukur sebagai berikut :  

 

 

  

 

 

     Upaya Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara  

       Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

 

  

Gambar 2. Kerangka Berfikir 

Sumber : Data diolah penulis

Kualitas Kerja Ketetapan Waktu  Inisiatif Komunikasi     Kemampuan    



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara mendalam dan rinci terkait penelitian yang 

dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Data yang dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi, dan dokumen dideskripsikan terutama dalam bentuk 

kata-kata atau kalimat yang memiliki makna dan mampu menimbulkan 

pemahaman yang lebih nyata berdasarkan fakta atau situasi sebenarnya yang 

berkaitan dengan kinerja ASN pada Biro Organisasai Setda Provinsi 

Lampung.  

 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2013:4) menjelaskan bahwa 

metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dengan bentuk tertulis 

berdasarkan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut 

Sugiyono (2017 : 9), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat 

induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami 

makna, memahami keunikan, mengkronstruksi fenomena, dan menemukan 

hipotesis. 
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap 

bahwa permasalahan yang sedang dihadapi sangatlah kompleks sehingga data 

yang diperoleh dari para narasumber tersebut di jaring dengan metode yang 

lebih alamiah yakni wawancara langsung dengan para narasumber dan 

didapatkan jawaban yang alamiah. Peneliti bermaksud untuk memahami 

langsung bagaimana Kinerja Aparatur Siipil Negara Pada Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitian untuk 

mendapatkan informasi terkait data-data yang dibutuhkan dalam pemecahan 

masalah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69, Teluk 

Betung, Bandar Lampung.  

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menurut Moleong (2014:97) yaitu inti yang didapatkan dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi 

kepustakaan ilmiah. Sedangkan menurut Spradley dalam (Sugiyono, 

2019:209) menyatakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa 

domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian sangat penting karena 

merupakan garis besar dari suatu pengamatan penelitian yang menentukan 

arah dari observasi dan analisa hasil penelitian.  

 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Aparatur 

Sipil Negara pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang 

didasarkan pada teori kinerja menurut Mitchel dalam Sedarmayanti (2001:51) 

menggambarkan bagaimana kinerja ASN di Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung melalui 5 indikator kinerja yang terdiri dari :  

1. Kualitas Kerja dapat dilihat melalui :  

- Pengetahuan : mampu berorientasi pada sifat intelejensi dan daya 

fikir serta penguasaan ilmu yang dimiliki 
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- Keterampilan : memiliki keterampilan, kemampuan, dan 

penguasanaan pada teknis operasional  

- Kemampuan : mampu bersifat loyalitas, disiplin, bekerjasama, dan 

tanggungjawab.  

 

Pegawai ASN di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

yakni bekerja dengan kualitas kerja seperti memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan bekerja dengan menguasai ilmu pada 

bidang tertentu, dapat menguasai teknis operasional, bersifat 

intelejensi, bersifat loyalitas, disiplin, tanggungjawab, dan dapat 

bekerjasama.  

 

2. Ketetapan waktu dapat dilihat melalui :  

- Penataan rencana kegiatan atau rencana kerja : mampu membuat 

rencana kegiatan atau rencana kerja  

- Ketepatan rencana kerja dengan hasil kerja : mampu menghasilkan 

ouput kerja sesuai dengan rencana kerja 

- Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas : mampu 

menyelesaikan pekerjaan dengan target waktu yang telah 

direncanakan.  

 

Pegawai ASN di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung yakni bekerja secara ketetapan waktu dengan penataan 

rencana kerja yang dibuat pada e-kinerja setiap bulannya dengan 

memperhitungkan ketepatan rerncana kerja dan hasil kerja serta 

ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan. 

 

3. Inisiatif dapat dilihat melalui :  

- Pemberian ide atau gagasan : mampu memberikan serta 

mengembangkan ide-ide atau gagasan baru  

- Tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah : mampu 

bertindak sesuatu dalam melaksanakan tugas. 
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Pegawai ASN di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

yakni bekerja secara inisiatif dengan memberikan serta 

mengembangkan ide-ide atau gagasan baru, serta dapat bertindak 

sesuatu dalam melaksanakan tugas.  

 

4. Kemampuan dapat dilihat melalui :  

- Kemampuan yang dimiliki : mampu menyelesaikan pekerjaan baik 

secara mental maupun fisik  

- Keterampilan yang dimiliki : memiliki keterampilan baru dalam 

menyelesaikan pekerjaan  

- Kemampuan memanfaatkan sumber daya atau potensi yang ada. 

 

Pegawai ASN di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

yakni bekerja dengan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan 

baik secara mental maupun fisik, memiliki keterampilan baru dalam 

menyelesaikan pekerjaan, serta mampu memanfaatkan sumber daya 

atau potensi yang ada. 

 

5. Komunikasi dapat dilihat melalui :  

- Komunikasi intern organisasi  

- Komunikasi ekstern organisasi 

- Relasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas antar sesama 

pegawai. 

 

Pegawai ASN di Biro Organisasia Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung yakni bekerja dengan komunkasi dalam menyelesaikan 

pekerjaan baik komunikasi intern maupun ekstern organisasi, serta 

mampu memiliki relasia dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. 
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3.4 Jenis Data  

Menurut Lofland dalam Moleong (2014:157), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari 

informan melalui wawancara dan data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Data yang dikumpulkan merupakan sumber data utama (Nugrahani, 

2014:107). Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berbentuk teks 

atau gambar, bukan angka atau statistik (Sugiyono, 2019:18). Ketepatan 

dalam memilih jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kelayakan 

informasi yang diperoleh. Terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer 

dan data sekunder.  

1. Data Primer  

Menurut Asnawi & Masyhuri (2009:15) Data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan 

informan atau responden. Berdasarkan hal tersebut, sumber data utama 

dalam penelitian ini ialah wawancara dan observasi. Sehingga dalam hal 

ini peneliti membutuhkan data primer dari hasil wawancara dengan 

beberapa informan. Adapun data primer yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan beberapa informan.  

 

2. Data Sekunder  

Menurut Sugiyono (2018:456), data sekunder merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan lewat studi 

kepustakaan atau studi dokumentasi. Pada penelitian ini yang menjadi 

sumber data sekunder adalah literatur yang bersumber dari dokumen 

negara berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 

2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

(STOK) Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 

2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 
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Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur 

Sipil Negara, jurnal ilmiah, serta bahan referensi lain yang relevan 

terhadap penelitian yang dilakukan. 

 

3.5  Informan Penelitian 

Menurut Sugiyono (2019:289) ketika melakukan penelitian kualitatif teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan untuk mendapatkan sumber data 

informan yaitu teknik purposive sampling. Teknik pengambilan informasi dari 

sumber data dilakukan dengan menentukan seseorang yang dianggap paling 

mengetahui informasi yang diharapkan, bisa saja dia sebagai pimpinan 

sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu informasi 

disebut dengan purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini 

yaitu: 

Tabel 3. Informan Penelitian 

No Jabatan 

1. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 

Organisasi 

2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Bagian Tata Laksana 

4. Analis Kebijakan Ahli Muda 

5. Pengadministrasi Umum Pada Biro Organisasi Setda Provinsi 

Lampung 

 Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono (2016:309) menyebutkan bahwa “pengumpulan data 

dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak 

pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi“. 

Jenis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini 

diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan 
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sesuai dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini : 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung, dengan mengambil peran atau tidak berperan (Spradley dalam 

Nugrahani, 2014:135). Menurut Nasution dalam Sugiyono (2015:318) 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

yang diperoleh melalui observasi. Teknik ini digunakan untuk 

mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. 

 

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi pengamatan 

langsung dengan cara mengamati, meninjau, dan mencatat langsung di 

lokasi penelitian terhadap upaya peningkatan kinerja ASN di Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan menggunakan 

teori indikator kinerja menurut Mitchel. Peneliti melakukan observasi 

secara bertahap menggunakan variabel kualitas kerja, ketepatan waktu, 

inisiatif, kemampuan, dan komunikasi.  

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik penggalian data melalui percakapan yang 

dilaksanakan dengan tujuan tertentu, dari dua pihak atau lebih. 

Pewawancara (interviewer) berperan sebagai orang yang memberikan 

pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) adalah 

orang yang menjadi narasumber dengan memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan. Wawancara menurut Sugiyono (2016:194) 

menyatakan bahwa: wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.  
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Peneliti telah melakukan turun lapangan untuk melakukan wawancara di 

lokasi yang sudah peneliti pilih sebelumnya yaitu di Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Wawancara peneliti menggunakan 

wawancara mendalam dan direkam dengan bantuan HP Iphone 11 dan 

dicatat dalam buku catatan pribadi. Berikut deskripsi wawancara turun 

lapangan beserta informan yang peneliti lakukan :  

 

Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 peneliti mewawancarai Bapak  

Anoeng Priady Santosa S.P., M.M, di Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung pada pukul 10.00 WIB dengan hasil wawancara 

terlampir. 

 

Pada hari Senin tanggal 20 November dan Rabu tanggal 22 November 

2023 peneliti mewawancarai Bapak Drs. Achmad Sutiono M.I.P, di Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada pukul 10.30 WIB 

dengan hasil wawancara terlampir. 

 

Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 peneliti mewawancarai 

Bapak Rudi Oktava S.E., M.M, di Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung pada pukul 10.00 WIB dengan hasil wawancara 

terlampir. 

 

Pada hari Selasa tanggal 21 November dan Rabu 22 November 2023 

peneliti mewawancarai Ibu Novita Lina HS. SH., MH, di Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada pukul 11.00 WIB dengan 

hasil wawancara terlampir. 

 

Pada hari Rabu 22 November dan Kamis 23 November 2023 peneliti 

mewawancarai Ibu Rike Marlinasari, di Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung pada pukul 13.00 WIB dengan hasil 

wawancara terlampir. 
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Hasil wawancara ini setelah dianalisis oleh peneliti menyatakan bahwa 

kinerja ASN pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

telah bekerja dengan sesuai.  

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berfungsi sebagai bukti suatu aktivitas, peristiwa, dan 

kejadian tertentu di masa lampau. Dokumentasi adalah pengambilan data 

melalui dokumen-dokumen. Berupa tulisan, seperti majalah, biografi, 

buku, surat-surat pribadi, catatan harian, surat kabar, notulensi rapat, dan 

sebagainya. Dokumentasi juga berupa foto-foto yang diambil oleh peneliti 

saat penelitian berlangsung sebagai data pelengkap. Alasan peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi yaitu memudahkan 

peneliti untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan 

kelengkapan data. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara melihat 

kemabli dokumen Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, 

foto yang telah diambil penelti selama magang serta rekaman suara pada 

saat wawancara dengan narasumber. 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul, tahap yang selanjutnya dilakukan adalah pengolahan 

data. Efendi et al., dalam Singarimbun (2008:240), mengemukakan teknik 

pengolahan data terdiri dari :  

1. Editing Data 

Pada tahapan editing kegiatan yang dilakukan oleh peneliti ialah 

menentukan kembali data yang berhasil diperoleh guna menjamin 

validitas data tersebut agar dapat dipersiapkan pada proses selanjutnya. 

Pada proses ini, peneliti mengolah data mulai dari hasil dokumentasi 

dan wawancara yang disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang 

telah difokuskan pada pedoman wawancara dengan cara menentukan 

data mana yang diperlukan oleh peneliti lalu mengolah kegiatan 
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observasi dan menarik hasil dari pengamatan yang telah dilakukan di 

lapangan.  

 

Dalam proses ini, peneliti telah melakukan teknik pengolahan data 

dengan menggunakan teknik editing data yakni dengan cara 

mengklasifikasikan data yang telah diperoleh oleh peneliti di Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan cara observasi 

di lapangan, wawancara yang dilakukan dengan informan, dan 

dokumentasi untuk kemudian dihilangkan kesalahan-kesalahan yang 

didapat dalam pencatatan yang telah peneliti lakukan berupa 

penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara ataupun 

penyuntingan kata-kata yang dari catatan dari observasi dan lain 

sebagainya. Tentunya hal ini bersifat mengoreksi agar dapat lanjut 

kedalam tahapan selanjutnya. 

 

2. Interpretasi Data  

Selanjutnya data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi 

maupun table selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan sebagai hasil penelitian.  Interpretasi penulisan juga 

dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari 

ceritacerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik 

sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. 

Kemudian hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. 

Lampiran penulisan juga ditentukan agar dapat relevan dengan hasil 

penelitian. 

 

3.8 Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unitunit, 

melakukan sistesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 
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oleh diri sendiri maupun orang lain Sugiyono (2019:321). Pada penelitian ini 

menggunakan model analisis menurut Miles dan Huberman (1992:16), 

sebagai berikut: 

1. Reduksi data  

Pada tahap ini, data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya cukup 

banyak dan beragam, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci 

kemudian melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2019:323). 

 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak untuk itu Peneliti dalam proses penelitian melakukan 

penyederhanaan, pemusatan data-data dari hasil penelitian wawancara di 

lapangan, yang bertujuan agar memudahkan penulis dalam melihat hasil 

penelitian wawancara dan memudahkan para pembaca melihat hasil 

penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat. 

 

2. Penyajian Data 

Pada tahap ini, data-data yang telah direduksi kemudian memasuki tahap 

selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraiaan singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan 

Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan mempermudahkan 

peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2019:325). 
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Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif yang 

mendeskripsikan upaya peningkatan kinerja ASN pada Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan 

sejenisnya. Ini bertujuan agar memudahkan memahami permasalahan atau 

fenomena yang diteliti. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data model 

Miles dan Huberman. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah 

langkah yang dilakukan untuk mencari atau memahami makna/arti, 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. 

Setelah melakukan reduksi data, penyajian data, maka peneliti harus 

melakukan verifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan yang mampu 

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu 

upaya peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

 

3.9 Teknik Validasi Data  

Menurut Sugiyono (2019:364), Teknik validasi atau keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, validitas internal, validitas 

eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji kredibilitas dengan cara triangulasi untuk menguji 

keabsahan data. Menurut Moleong (2014:330), triangulasi berupaya untuk 

mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh 

dengan sumber lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi metode.  
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1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber yang peneliti lakukan 

seperti membandingkan hasil wawancara dari berbagai sumber atau 

informan yang berbeda. 

 

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang 

berbeda. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

 



 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

4.1 Gambaran Umum Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi Lampung, Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten 

Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelambagaan dan Analisis 

Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana. 

Sebagaimana tercantum pada bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung sebagai berikut :  

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

 

 

Sumber :  Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
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4.1.2 Tugas dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung 

A. Tugas  

Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi 

Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

pengkoordinasian perumusankebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis 

jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana. 

 

B. Fungsi  

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro 

Organisasi mempunyai fungsi :  

a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan 

tatalaksana; 

b. Penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; 

c. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di 

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; 

d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

4.1.3 Susunan Organisasi dan Uraian Tugas  

Biro Organisasi dipimpin oleh Kepala Biro dan di Bantu oleh Kepala 

Bagian, Jabatan Fungsional dan Kepala Sub Bagian. Biro Organisasi 

terdiri dari beberapa Bagian, yaitu : Bagian Kelembagaan dan Analisis 
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Jabatan, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan 

Bagian Tatalaksana. 

Sebagaimana tercantum pada bagan struktur organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :  

 

Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Pada Biro Organisasi Setda 

Provinsi Lampung 

 

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 
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2. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan  

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis 

jabatan, dan perencanaan dan pelaporan. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan, analisis jabatan dan perencanaan dan 

pelaporan; 

b) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan dan 

perencanaan dan pelaporan; 

c) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan dan 

perencanaan dan pelaporan; 

d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan dan 

perencanaan dan pelaporan; dan 

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana 

dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Organisasi. 

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana 

dimaksud, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

3. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
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kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bagian 

Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai 

fungsi: 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; 

b) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja 

dan budaya kerja; 

c) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas 

kinerja dan budaya kerja; 

d) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas 

kinerja dan budaya kerja; dan 

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 

sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro 

Organisasi. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 

Kinerja sebagaimana dimaksud, terdiri dari Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

 

4. Bagian Tatalaksana  

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 

daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan 
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publik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, 

Bagian Tatalaksana, mempunyai fungsi: 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata 

usaha, tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik; 

b) penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan 

pelayanan publik; 

c) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang tata usaha, tatalaksana 

pemerintahan dan pelayanan publik; 

d) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana 

pemerintahan dan pelayanan publik; dan 

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Tatalaksana sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang 

Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Biro Organisasi. Bagian Tatalaksana sebagaimana 

dimaksud, terdiri dari: Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. 

 

5. Sub Bagian Tata Usaha  

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi umum, 

kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendokumentasian, perencanaan 

pemeliharaan perlengkapan, perencanaan pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan, melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara. Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai 

berikut:  

a) Melaksanakan pelayanan administrsi kepegawaian; 

b) melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi 

penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem 

akuntansi dan pelaporan; 
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c) melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi 

ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, 

kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta 

pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; 

d) melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan; 

e) melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan 

pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup 

biro; 

f) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan 

RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, 

LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro; 

g) melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil 

pemeriksaan lingkup biro; 

h) melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro; 

i) melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan; 

j) melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan 

k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tatalaksana. 

 

4.1.4 Sumber Daya Manusia di Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung  

Keadaan ASN di Biro Organisasi Sekretariat daerah Provinsi 

Lampung sebagai salah satu komponen penting dalam organisasi, 

karena sumber daya manusia ASN ini sangat menentukan 

keberhasilan melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas dan 

pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Para ASN di 

Biro Organisasi Sekretariat daerah Provinsi Lampung didalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya dalam berorganisasi antara 
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lain : Pendidikannya, pengalaman kerjanya, jenjang kepangkatan 

dan golongan, yang semua itu sangat mendukung kemampuan dan 

kecermatan mereka melaksanakan tugas dan pekerjaan. 

Karakteristik ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung 

berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pangkat/ 

golongan dapat dilihat sebagai berikut:  

 

Tabel 4. Karakteristik jenis kelamin ASN Biro Organisasi Setda 

Provinsi Lampung 

No  Jenis Kelamin Jumlah % 

1.  Laki-Laki 17 52 

2.  Perempuan 16 48 

  Jumlah 33 100 

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

 

Dari tabel 4. terlihat bahwa ASN Laki-laki yaitu berjumlah 17 

orang sedangkan ASN Perempuan yaitu berjumlah 16 orang yang 

ditugaskan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung. 

 

Tabel 5 Tingkat Pendidikan ASN Biro Organisasi Setda Provinsi 

Lampung 

No Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1. SMP 2 6,06 

2. SMA 3 9,09 

3. Sarjana 8 24,24 

4. Magister 20 60,60 

 Jumlah 33 100 

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

 

Dari Tabel 5. tersebut diketahui bahwa pegawai Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang paling banyak yaitu 
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berpendidikan Magister (S2) ada 20 orang dan yang paling sedikit 

yaitu berpendidikan SMP ada 2 orang. 

 

Tabel 6. Tingkat Pangkat/Golongan ASN Biro Organisasi Setda 

Provinsi Lampung 

No Pangkat/Golongan Jumlah % 

1. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 2 6,06 

2. Pengatur Tingkat I (II/d) 2 6,06 

3. Penata Muda (III/a) 2 6,06 

4. Penata Muda Tingkat I (III/b) 4 12,12 

5. Penata (III/c) 5 15,15 

6. Penata Tingkat I (III/d) 7 21,21 

7. Pembina (IV/a) 8 24,24 

8. Pembina Tingkat I ( IV/b) 2 6,06 

9. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 3,03 

 Jumlah 33 100 

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

 

Dari tabel 6. tersebut diketahui bahwa Pangkat atau Golongan 

pegawai Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

yaitu Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ada 2 orang, Pengatur Tingkat 

I (II/d) 2 orang, Penata Muda (III/a) 2 orang, Penata Muda Tingkat 

I (III/b) 4 orang, Penata (III/c) 5 orang, Penata Tingkat I (III/d) 7 

orang, Pembina (IV/a) 8 orang, Pembina Tingkat I (IV/b) 2 orang 

dan yang terakhir Pembina Utama Muda (IV/c) 1 orang. 

 

4.2 Kinerja Aparatur Sipil Negara  

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja 

Pegawai Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa dalam rangka 

mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional, kompeten, dan 

kompetitif sesuai amanat Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan ketentuan Pasal 61 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja 
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Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang 

Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertujuan untuk 

memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran kinerja organisasi. Dengan demikian, pengelolaan kinerja 

Pegawai merupakan suatu instrumen untuk memastikan tercapainya tujuan 

dan sasaran pemerintah. Selain itu, pengelolaan kinerja Pegawai juga 

bertujuan untuk memberikan motivasi kepada Pegawai dalam rangka 

meningkatkan kinerjanya secara lebih optimal dengan memaksimalkan 

kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan sehingga pada akhirnya hasil 

pengelolaan kinerja Pegawai tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

penentuan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang tepat. 

 

Pengelolaan kinerja pegawai ini memiliki pedoman yang merupakan satu 

kesatuan arah kebijakan pengelolaan kinerja individu yang menitikberatkan 

pada peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai dengan semangat 

memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi 

antar pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pengelolaan 

kinerja memiliki prinsip umum yang harus dipahami pimpinan dan pegawai 

sebagai dasar pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Instansi Pemerintah 

yang dijelaskan sebagai berikut :  

a. Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja 

pegawai (performance appraisal) tetapi sebagai instrumen untuk 

mengembangkan kinerja pegawai (performance development). Hal ini 

diartikan bahwa pimpinan dan pegawai harus memiliki kesamaan 

persepsi dalam memandang pengelolaan kinerja pegawai sebagai alat 

yang bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pimpinan dan 

pegawai tentang seberapa baik kinerja harus dihasilkan dalam mencapai 

tujuan organisasi dan ruang apa saja yang membutuhkan perbaikan. 

b. Pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal 

dan mengevaluasi di akhir tetapi fokus pada bagaimana memenuhi 

ekspektasi pimpinan (how to meet expectations). Hal ini diartikan bahwa 
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pengelolaan kinerja pegawai menghendaki adanya peningkatan kinerja 

dari seorang pegawai untuk dapat selalu memenuhi ekspektasi pimpinan 

yang selalu berkembang. 

c. Pentingya intensitas dialog kinerja pimpinan dan pegawai dalam 

pengelolaan kinerja pegawai. Hal ini diartikan bahwa pimpinan dan 

pegawai harus menyadari bahwa keterlibatannya dalam setiap komponen 

pengelolaan kinerja pegawai adalah hal yang penting. Keterlibatan dalam 

setiap komponen pengelolaan kinerja pegawai ditandai dengan adanya 

dialog kinerja pimpinan dan pegawai seperti yang dimaksud bukan 

sekedar pertemuan pimpinan dengan pegawai tetapi lebih menekankan 

pada dialog yang intens dan berkelanjutan. 

d. Kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Hal 

ini berkaitan dengan prinsip sebelumnya, dialog kinerja antara pimpinan 

dan pegawainya juga dalam rangka memastikan kinerja setiap pegawai 

berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi. Tidak ada 

satupun pegawai yang tidak berkontribusi dalam pencapaian target 

kinerja organisasi.  

e. Kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas 

serta perilaku yang ditunjukkan dalam bekerja dan berinteraksi dengan 

orang lain. Hal ini berarti kunci utama pengelolaan kinerja pegawai 

adalah dialog kinerja. Melalui dialog kerja berarti pegawai dapat 

memberikan fleksibilitas kepada pimpinan untuk menetapkan ekspektasi 

terhadap pegawai tidak terbatas pada job description pegawai yang 

bersangkutan.  

 

4.2.1 Evaluasi Kinerja Pegawai  

Evaluasi kinerja pegawai adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja 

mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama 

waktu tertentu dan menetapkan predikat kinerja Pegawai berdasarkan 

kuadran kinerja Pegawai. Evaluasi kinerja Pegawai dibedakan 

berdasarkan waktu pelaksanaannya yang meliputi  : 
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a) Evaluasi kinerja periodik pegawai (evaluasi siklus pendek) yang 

dilakukan setiap bulan atau triwulanan sesuai periode yang 

ditetapkan Instansi Pemerintah; dan 

b) Evaluasi kinerja tahunan Pegawai (evaluasi siklus penuh) yang 

dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun berjalan dan paling 

lama akhir Bulan Januari tahun berikutnya.  

 

4.2.2 Tahapan Evaluasi Kinerja Pegawai  

1. Tahap Pertama : Menetapkan Capaian Kinerja Organisasi 

a) Capaian kinerja organisasi dinyatakan dalam predikat : 

1) Istimewa; 

2) Baik; 

3) Butuh Perbaikan; 

4) Kurang; atau 

5) Sangat Kurang. 

b) Capaian kinerja organisasi yang digunakan untuk evaluasi 

kinerja pegawai terdiri atas: 

1) Capaian kinerja organisasi periodik; dan  

2) Capaian kinerja organisasi tahunan.  

 

2. Tahap Kedua : Menetapkan Pola Distribusi Predikat Kinerja 

Pegawai berdasarkan Capaian Kinerja Organsasi. 

 

a) Berdasarkan predikat capaian kinerja organisasi, dapat 

ditentukan pola distribusi kinerja Pegawai yang akan 

digunakan sebagai pertimbangan Pejabat Penilai Kinerja dalam 

menentukan predikat kinerja pegawai.  

 

b) Berikut adalah panduan pola distribusi predikat kinerja 

Pegawai dengan capaian kinerja organisasi “Istimewa”. 
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Gambar 5. Kurva Predikat Kinerja Sangat Baik 

 

Sumber : PERMENPAN RB No. 6 TAHUN 2022 

 

Apabila capaian kinerja unit organisasi “Sangat Baik”, maka 

idealnya sebagaian besar pegawaai predikat kinerjanya “Sangat 

Baik”, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang 

predikat kinerjanya “Baik”. “Butuh Perbaikan”. 

“Kurang/Misconduct”, dan/atau “Sangat Kurang”. 

 

c) Berikut adalah panduan pola distribusi predikat kinerja 

Pegawai dengan capaian kinerja organisasi “Baik”. 
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Gambar 6. Kurva Predikat Kinerja Baik 

 

Sumber : PERMENPAN RB No. 6 TAHUN 2022 

 

Apabila capaian kinerja unit organisasi “Baik”, maka idealnya 

sebagian besar pegawai predikat kinerjanya “Baik” dengan tidak 

menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya 

“Sangat Baik”, “Butuh Perbaikan”, “Kurang/Misconduct”, dan/atau 

“Sangat Kurang” 

 

d) Berikut adalah panduan pola distribusi predikat kinerja Pegawai 

dengan capaian kinerja organisasi “Butuh Perbaikan”. 

 

Gambar 7. Kurva Predikat Kinerja Butuh Perbaikan 

 

Sumber : PERMENPAN RB No. 6 TAHUN 2022 
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Apabila capaian kinerja unit organisasi “Butuh Perbaikan”, maka 

idealnya sebagaian besar pegawaai predikat kinerjanya “Butuh 

Perbaikan”, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai 

yang predikat kinerjanya “Sangat Baik”. “Baik”. 

“Kurang/Misconduct”, dan/atau “Sangat Kurang”. 

 

e) Berikut adalah panduan pola distribusi predikat kinerja Pegawai 

dengan capaian kinerja organisasi “Kurang”. 

 

Gambar 8. Kurva Predikat Kinerja Kurang 

 

Sumber : PERMENPAN RB No. 6 TAHUN 2022 

 

Apabila capaian kinerja unit organisasi “Kurang”, maka idealnya 

sebagaian besar pegawaai predikat kinerjanya 

“Kurang/Misconduct”, dengan tidak menutup kemungkinan 

terdapat pegawai yang predikat kinerjanya “Sangat Baik”. “Baik”. 

“Butuh Perbaikan”, dan/atau “Sangat Kurang”. 

 

f) Berikut adalah panduan pola distribusi predikat kinerja 

pegawai dengan capaian kinerja organisasi “Sangat Kurang” 
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Gambar 9. Kurva Predikat Kinerja Sangat Kurang 

 

Sumber : PERMENPAN RB No. 6 TAHUN 2022 

 

Apabila capaian kinerja unit organisasi “Sangat Kurang”, maka 

idealnya sebagaian besar pegawaai predikat kinerjanya “Sangat 

Kurang”, dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai 

yang predikat kinerjanya “Sangat Baik”. “Baik”. “Butuh 

Perbaikan”, dan/atau “Kurang/Misconduct”. 

 

3. Tahap Ketiga : Menetapkan Predikat Kinerja Pegawai dengan 

Mempertimbangkan Kontribusi Pegawai Terhadap Kinerja 

Organisasi.  

a) Predikat Kinerja Periodik Pegawai. 

1) Menetapkan Rating Hasil Kerja Pegawai  

2) Menetapkan Rating Perilaku Kerja Pegawai  

b) Predikat Kinerja Tahunan Pegawai  

1) Menetapkan Rating Hasil Kerja Pegawai 

2) Menetapkan Rating Perilaku Kerja Pegawai  

3) Menetapkan Predikat Kinerja Tahunan  Pegawai  

 

 

 



58 

 

 

 

4.2.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja  

A. Pelaporan Kinerja  

Setelah dilakukan evaluasi kinerja pegawai, Pejabaat Penilai 

Kinerja melakukan pelaporan kinerja Pegawai kepada PyB 

(Pejabat yang Berwenang) secara berjenjang.  

 

B. Keberatan  

Pegawai yang telah menerima dokumen evaluasi kinerja Pegawai 

dapat mengajukan keberatan atas hasil evaluasi kinerja Pegawai. 

 

C. Penghargaan 

Penghargaan atas hasil evaluasi kinerja Pegawai dapat berupa :  

a) Prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok 

rencana suksesi; serta 

b) Prioritas untuk pengembangan kompetensi. 

 

D. Sanksi  

Pemberian sanksi atas hasil evaluasi kinerja Pegawai dilakukan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 



 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan kinerja Aparatur 

Sipil Negara Pada Biro Organisasi , maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

Aparatur Sipil Negara Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung sebagai berikut :  

1. Kualitas Kerja  

Kualitas kerja ASN di Biro Organisasi belum menunjukkan kualitas kerja 

yang sesuai, hal ini disebabkan karena ASN pada Biro Organisasi belum 

memiliki sifat loyalitas, tanggungjawab, dan belum memiliki disiplin jam 

kerja. Terdapat 5 (lima)  orang ASN yang mendapatkan grade atau nilai 

capaian kinerja bulanan dengan nilai 5 (lima) atau butuh perbaikan. Pada 

bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan terdapat 1 (satu) orang ASN 

mendapatkan nilai 5 (lima) dengan pangkat/golongan Pengatur Muda Tk.1 / 

II/b. Pada bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja terdapat 1 

(satu) orang ASN mendapatkan nilai 5 (lima) dengan pangkat/golongan 

Pengatur/II/c. Pada bagian Tatalaksana terdapat 3 (tiga) orang ASN 

mendapatkan nilai 5 (lima) dengan pangkat/golongan Penata Muda 

Tk.1/III/b, Penata Muda/III/a, dan Pengatur Tk.1/II/d. Dalam hal ini 

tentunya pada Biro Organisasi melakukan upaya untuk meningkatkan 

kualitas kinerja, salah satunya adalah menggunakan aplikasi SIKAP untuk 

memantau ASN yang dating terlambat atau bahkan keluar kantor tanpa izin 

dari atasan. Selain itu, pada kemampuan ASN Biro Organisasi juga kerap 

kali memberikan pelatihan terhadap ASN untuk mengoperasionalkan 

teknologi guna mempermudah ASN bekerja untuk mencapai hasil yang 

maksimal.  
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2. Ketetapan Waktu  

Ketetapan waktu ASN di Biro Organisasi sudah sesuai dengan ketetapan 

waktu yang ada. Tentunya pada ketetapan waktu tersebut telah dirancang 

sesuai dengan kemampuan dan target pada penyelesaian pekerjaan 

tersebut. Pada hal ini tentunya, telah dirancang setiap bulannya untuk 

perencanaan tugas yang akan dilaksanakan sehingga tugas dapat 

dikerjakan secara teratur dan tepat waktu. Pada hasil pelaksanaan tugas 

juga para pegawai mendapatkan predikat kinerja sesuai dengan capaian 

yang telah dilakukan oleh para pegawai yang tentunya sesuai dengan 

aturan waktu penyelesaian tugas. Pada indikator ketetapan waktu kinerja 

ASN pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah 

memiliki ketetapan waktu yang sesuai walaupun masih ada sedikit 

kekurangan yang tidak sesuai dengan temuan pada observasi dan 

dokumentasi yang peneliti lakukan. Hal ini sesuai dengan teori kinerja 

yang dikemukakan oleh Mitchel dalam Sedarmayanti (2001:51) pada 

indikator ketetapan waktu bahwa kinerja ASN pada Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bekerja dengan baik walaupun 

masih ada faktor hambatan dalam pelaksanaannya. 

   

3. Inisiatif 

ASN di Biro Organisasi sudah memiliki inisiatif kerja yang sesuai, mereka 

melaksanakan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan inisiatif. ASN pada 

Biro Organisasi sudah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan 

dipadukan pada inisiatif para pegawai, contohnya seperti inisiatif dalam 

membuat peniliain kinerja secara rinci terhadap ASN. Pada Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja 

Pegawai Aparatur Sipil Negara telah disebutkan bahwa indikator penilaian 

kinerja pada ASN terdiri dari kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan 

waktu, dan biaya. Namun hal ini belum diperinci mengenai point-point 

tersebut. Biro Organisasi dengan memiliki sifat inisiatif kerja telah 

membuat rancangan mengenai point-point penilaian tersebut yang 

nantikan akan diajukan kepada Administrasi Umum pada Pemerintah 
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Provinsi Lampung, sehingga diharapkan akan dapat digunakan pada 

seluruh Pemerintahan Provinsi Lampung.   

 

Pada indikator inisiatif kerja ASN pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung telah memiliki inisiatif yang sesuai walaupun masih ada 

sedikit kekurangan yang tidak sesuai dengan temuan pada observasi dan 

dokumentasi yang peneliti lakukan. Hal ini sesuai dengan teori kinerja 

yang dikemukakan oleh Mitchel dalam Sedarmayanti (2001:51) pada 

indikator inisiatif bahwa kinerja ASN pada Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung bekerja dengan baik walaupun masih ada faktor 

hambatan dalam pelaksanaannya.   

 

4. Kemampuan  

Pegawai ASN di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

belum menunjukkan kemampuan keterampilan dalam bekerja seperti 

menurut Flippo (2005:28). Belum ditemukannya ASN yang memiliki 

keterampilan khusus dalam bekerja, ASN pada Biro Organisasi belum 

memiliki kemampuan kerja yang sesuai dalam menjalani pekerjaan. Pada 

kemampuan yang dimiliki, ASN mampu bekerja sesuai dengan bidang 

yang telah dikuasai namun belum mampu mengoperasikan teknologi yang 

ada sehingga belum dapat menghasilkan kerja yang optimal. Kemampuan 

dalam menyelesaikan tugas juga pada ASN Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung belum sesuai dengan yang diharapkan dan juga 

dalam keterampilan, ASN Biro Organisasi belum memiliki keterampilan 

yang khusus sehingga tidak didapati ASN yang memiliki keterampilan 

khusus dalam bekerja.  

 

Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan terhadap ASN yang merupakan lulusan Sekolah Menengah 

Atas (SMA). Terdapat 5 (lima) orang ASN yang merupakan lulusan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

yang terdiri dari 1 (satu) orang ASN pada bagian Kelembagaan dan 
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Analisis Jabatan lulusan SMA, 1 (satu) orang ASN pada bagian Reformasi 

Birokrasi dan Akuntabilitas Kerja lulsan SMP, dan 3 (tiga) orang ASN 

pada bagian Tatalaksana terdiri dari 1 (satu) orang lulusan SMP dan 2 

(dua) orang lulusan SMA. Dalam hal ini tentunya pada Biro Organisasi 

melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan kerja ASN, salah 

satunya adalah mengadakan pelatihan terhadap ASN untuk 

mengoperasionalkan teknologi guna mempermudah ASN bekerja untuk 

mencapai hasil yang maksimal. Selain itu, ASN juga diberikan izin atau 

diusulkan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi untuk 

mendapat gelar sarjana terutama pada ASN yang merupakan lulusan SMA. 

 

5. Komunikasi 

ASN pada Biro Organisasi telah melaksanakan dan menyelesaikan tugas 

dengan komunikasi yang sesuai. Komunikasi yang diciptakan tentu 

komunikasi baik antar pegawai sehingga dapat menciptakan kondisi yang 

harmonis dan kompak. Pada Biro Organisasi kerap kali masih 

menggunakan strategi hierarki pada komunikasi, namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa bawahan dapat berkomunikasi langsung dengan 

atasan. Komunikasi yang dilakukan pada pegawai terutama ASN di Biro 

Organisasi biasanya dilakukan secara lisan atau jika memang sedang 

berkendala komunikasi itu tetap berjalan melalui aplikasi whatsapp. Pada 

indikator komunikasi kerja ASN pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung telah memiliki komunikasi yang baik walaupun masih 

ada sedikit kekurangan yang tidak sesuai dengan temuan pada observasi 

dan dokumentasi yang peneliti lakukan. Hal ini sesuai dengan teori kinerja 

yang dikemukakan oleh Mitchel dalam Sedarmayanti (2001:51) pada 

indikator komunikasi bahwa kinerja ASN pada Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung bekerja dengan baik walaupun masih ada faktor 

hambatan dalam pelaksanaannya.   
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6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulkan yang telah peneliti paparkan, 

maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

 

1. Pelatihan dan Pendidikan 

Peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pendidikan menjadi kunci 

peningkatan kualitas SDM aparatur yang profesional dan berkualitas. 

Melalui kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan sebagai 

instrument penguatan kapasitas SDM aparatur negara dalam rangka 

memaksimalkan kinerja dengan pengalaman dan pendidikan yang lebih 

luas berdampak kepada etos kerja dan psikologi SDM untuk 

meningkatkan kinerjanya. Dapat dilihat dari tingkat pendidikan ASN pada 

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung masih terdapat 5 

(lima) orang ASN yang hanya sebatas pendidikan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka dari itu diharapkan 

untuk para ASN di Biro Organisasi mengikuti pelatihan dan pendidikan 

untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kemampuan pada ASN 

agar dapat bekerja dan mengoperasionalkan teknologi yang ada di kantor 

dengan baik sehingga dapat menghasilkan kerja yang optimal. 

 

2. Penilaian kinerja 

Penilaian kinerja bagi ASN sebagai kerangka koreksi dan evaluasi untuk 

pengembangan dan peningkatan kualitas kinerja pelayanan yang 

diberikan. Evaluasi kinerja sebagai penilaian bagi ASN dapat membantu 

untuk melakukan perbaikan tehadap kinerja SDM aparatur. Sehingga 

dapat ditemukan solusi terhadap pekerjaan dan tanggungjawab yang sudah 

dilakukan. Aspek penilaian juga menjadi kunci utama dalam memberikan 

penghargaan dan sanksi bagi ASN sesuai dengan kinerja dan tugasnya. 

Kinerja yang baik, harus diberikan sebuah reward sebagai motivasi yang 

memberikan aspek positif bagi pegawai untuk semakin memaksimalkan 

kinerja. Sehingga diharapkan mampu menciptakan support bagi pegawai 

yang lain dalam menciptakan kualitas kinerja secara berkesinambungan. 
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